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Terlaksananya 
Upaya Mengubah 
Transaksi Tunai 

CASCADING BADAN KEUANGAN TAHUN 2025 - 2029

Tersedianya Data 
Objek Pajak, 

Subjek Pajak dan 
Wajib Pajak Daerah
Jumlah     Laporan     
   Hasil     
Pendataan      dan 
Pendaftaran  Objek  
 Pajak  Daerah,  

Terlaksananya  
Pengolahan,  

Pemeliharaan,   
dan Pelaporan 

Basis Data Pajak 

Terpenuhinya     
Jumlah 

Disesuaikan NJOP Jumlah Objek 
Pajak yang 
Disesuaikan NJOP Tersedianya 

Dokumen 
Ketetapan Pajak Jumlah Dokumen 
Ketetapan Pajak 

DaerahTersedianya    
Layanan   dan   

Konsultasi   Pajak 
Daerah

Jumlah Layanan 
dan Konsultasi 
Pajak Daerah

Terlaksananya   
Penelitian   dan   
Verifikasi   Data 
Pelaporan Pajak 

Tersedianya 
Rencana 

Pengelolaan Pajak Jumlah  Dokumen  
Rencana  
Pengelolaan  Pajak 
Daerah
Tersedianya   Hasil  

 Analis  Pajak  
Daerah   serta 
Terlaksananya 

Pengembangan 
Pajak Daerah dan 

Jumlah  Dokumen   
 Hasil  Analis  
Pajak  Daerah 
serta     
Pengembangan     
Pajak     Daerah     
dan Kebijakan 

Terlaksananya  
Penyuluhan  dan 

Terlaksananya 
Inventarisasi 
Barang Milik 

Daerah
Jumlah Laporan 
Hasil Inventarisasi 
(LHI) Barang Milik 
Daerah

Terlaksananya 
Pengamanan 
Barang Milik 

Daerah
Jumlah Laporan 
Hasil Pengamanan 

Jumlah  Laporan  
Keuangan  SKPD,  
BLUD  dan 
Laporan   
Keuangan   
Pemerintah   

Jumlah Rencana  
Kebutuhan  
Barang  Milik 
Daerah

Jumlah Dokumen 
Hasil Koordinasi 
Perencanaan 
Anggaran 

Jumlah Dokumen 
Hasil 
Penatausahaan
Pembiayaan 

Terlaksananya 
Verifikasi RKA-

SKPD

Terlaksananya 
Koordinasi 

Perencanaan 
Anggaran 

Jumlah RKA-
SKPD yang 
Diverifikasi

Terlaksananya  
Koordinasi,  
Fasilitasi,  
Asistensi, 

Sinkronisasi, 
Supervisi, 

Terlaksananya 
Pembinaan 

Penatausahaan
Keuangan 

Terlaksananya 
Verifikasi 

Perubahan RKA-

Jumlah Dokumen 
Hasil 
Pengendalian dan 
Penerbitan 

Jumlah Dokumen 
Hasil Koordinasi 

Jumlah Dokumen 
Hasil Rekonsiliasi 
dan Verifikasi 
Aset, Kewajiban, 
Ekuitas, 
Pendapatan, 

Tersusunnya   
Perubahan  KUA  
dan  Perubahan

PPAS

Jumlah Laporan 
Hasil Koordinasi 
Pelaksanaan 
Akuntansi 
Penerimaan dan 

Tersedianya  
Standar  Barang  
Milik  Daerah  dan 

Standar 

Jumlah Dokumen 
KUA dan PPAS 
yang Disusun

Jumlah Standar 
Harga yang 
Disusun

Tersedianya  
Rencana  

Kebutuhan  
Barang  Milik 

Terlaksananya   
Konsolidasi   

Laporan   
Keuangan SKPD, 

BLUD dan Laporan 

Tersedianya 
Laporan 

Pertanggungjawab
an Pelaksanaan 
APBD Bulanan, 

Terlaksananya 
Penyiapan, 

Pelaksanaan 
Pengendalian dan 

Penerbitan 

Terlaksananya 
Penatausahaan 

Pembiayaan
Daerah

Jumlah Dokumen 
Perubahan  KUA  
dan Perubahan 
PPAS yang 

Jumlah   Standar   
Barang   Milik   
Daerah   dan 
Standar 

Jumlah Laporan 
Pertanggungjawab
an Pelaksanaan 
APBD Bulanan, 
Triwulanan dan 
Semesteran

Terlaksananya 
Koordinasi 

Perencanaan 
Anggaran Belanja 

Tersusunnya  
Regulasi  serta  

Kebijakan  Bidang 
Anggaran 

Tersusunnya KUA 
dan PPAS

Terlaksananya  
Koordinasi  dan  

Pengelolaan  Kas 
Daerah 

Terkelolanya  Sisa  
Lebih  Perhitungan  
 Anggaran Tahun 

Sebelumnya 

Terlaksananya 
Koordinasi 

Pelaksanaan 
Akuntansi 

Penerimaan dan 

Persentase 
dokumen 

alokasi belanja 
pegawai non-

guru yang 
diverifikasi dan 

sesuai 

Persentase 
kegiatan 
prioritas 

layanan publik 
yang didukung 

oleh alokasi 
anggaran 

Persentase 
dokumen DPA 
urusan wajib 
pelayanan 
dasar yang 
difasilitasi 
tepat waktu

Persentase 
kegiatan 

urusan wajib 
pelayanan 
dasar yang 
dilaporkan 
realisasi 

Jumlah 
laporan 

keuangan 
SKPD/unit 
kerja yang 
dikompilasi 

dan 

Jumlah Dokumen 
Regulasi  serta 
Kebijakan Bidang 
Anggaran 

Jumlah Dokumen 
Hasil Koordinasi 
dan Pengelolaan 
Kas Daerah 

Jumlah  Laporan  
Hasil  Pengelolaan  
 Sisa  Lebih 
Perhitungan 

Meningkatnya Tata Kelola Anggaran Meningkatnya tata kelola 
perbendaharaan

Meningkatnya tata kelola akuntansi dan 
pelaporan Meningkatnya tata kelola aset daerah

Persentase 
 PAD 

terhadap 
pendapata
n daerah

Cakupan 
pembinaan 

dan 
pengawasa

n 
pengelolaan 

Persentase 
penerapan 

sistem 
informasi 
keuangan 

berbasis digital

Terselenggaranya pengelolaan 
anggaran yang efisien dan berorientasi 

pada peningkatan layanan publik

Tersedianya dukungan anggaran yang 
optimal dan tepat waktu untuk 

pelaksanaan urusan wajib pelayanan 
Meningkatnya akurasi dan kepatuhan 
laporan keuangan perangkat daerah

Meningkatnya kualitas perencanaan 
kebutuhan dan pengadaan barang milik 

daerah

Meningkatnya akurasi dan ketepatan waktu penetapan 
pendapatan daerah

Persentase 
belanja 

pegawai di 
luar tunjangan 

guru yang 
dialokasikan 

Persentase 
alokasi 

infrastruktur 
pelayanan 

publik

Persentase 
realisasi 
anggaran 

belanja urusan 
wajib 

pelayanan 

Persentase 
penurunan 

SILPA

Persentase laporan keuangan 
tepat waktu

Persentase penambahan nilai 
aset tetap

Meningkatnya 
upaya 

ekstensifikasi 
dan 

intensifikasi 

Meningkatnya 
kualitas 

pengawasan 
dan pelaporan

Meningkatnya 
penerapan 

sistem 
informasi 
keuangan 

Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang 
transparan dan akuntabel

Opini BPK atas Laporan Keuangan

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah 
Secara Transparan, Efisien, dan Akuntabel

Opini BPK atas LKPD

Jumlah  Laporan 
Hasil Pengolahan, 
Pemeliharaan,  dan  
 Pelaporan  Basis  

Terlaksananya 
Rekonsiliasi dan 
Verifikasi Aset, 

Kewajiban, 

Tersedianya 
Standar Harga

Persentase 
aset tetap hasil 

pengadaan 
yang dicatat 

dan diinput ke 
sistem sesuai 

jadwal

Persentase 
hasil 

inventarisasi 
aset baru yang 
ditindaklanjuti 

dengan 
pencatatan di 

Jumlah 
dokumen 

perhitungan 
potensi PAD 
yang disusun 

dan 
disampaikan 

Persentase 
temuan 

pengawasan 
internal yang 
ditindaklanjuti 

sesuai 
rekomendasi.

Persentase 
hasil 

penerapan 
sistem 

informasi 
keuangan 

berbasis digital 

Persentase 
laporan 

keuangan 
triwulanan/bula

nan yang 
diverifikasi dan 
disampaikan 

Terlaksananya 
Penatausahaan 

Barang Milik 
Daerah

Jumlah  Laporan  
Penatausahaan  
Barang  Milik 
Daerah



Transaksi Tunai 
Menjadi Non Tunai

Jumlah  Laporan  
Perkembangan  
Elektronifikasi 
Transaksi 
Pemerintah Daerah

Jumlah    
Dokumen    Hasil   
Pemeriksaan    
serta Pengendalian 
dan Pengawasan Terlaksananya    

Pembinaan 
Pengelolaan 

Retribusi DaerahJumlah     Laporan     
   Hasil     
Pembinaan 
Pengawasan 
Pengelolaan 

Terlaksananya 
Penagihan Pajak 

DaerahJumlah Dokumen  
Hasil Pelaksanaan  
Penagihan Pajak 
DaerahTerlaksananya   

Penyelesaian   
Keberatan   Pajak 

DaerahJumlah Dokumen 
Hasil Penyelesaian  
Keberatan Pajak 
DaerahTerlaksanannya 
Pemeriksaan serta 
Pengendalian dan 
Pengawasan Pajak 

Daerah

Tersedianya  
Sarana  dan  
Prasarana  

Pengelolaan Pajak Jumlah Sarana 
dan Prasarana 

Pengelolaan Pajak 
Daerah 

Jumlah  Laporan  
Hasil  Penilaian  
Barang  Milik 
Daerah  dan  Hasil  
Koordinasi  
Penilaian  Barang Terlaksananya   
Pengawasan   dan   

  Pengendalian 
Pengelolaan 
Barang Milik Jumlah     Laporan     

    Hasil     
Pengawasan     
dan Pengendalian 
Pengelolaan Terlaksananya  

Optimalisasi  
Penggunaan, 
Pemanfaatan,  

Pemindahtanganan
,  Pemusnahan, 

Penyuluhan  dan 
Penyebarluasan 
Kebijakan Pajak 

Jumlah  Laporan  
Pelaksanaan  

Penyuluhan  dan 
Penyebarluasan 
Kebijakan Pajak 

Hasil Pengamanan 
Barang Milik 
Daerah

Terlaksananya 
Penilaian Barang 

Milik Daerah

Jumlah  Dokumen  
Hasil  Optimalisasi 
Penggunaan,  
Pemanfaatan,  
Pemindahtanganan
, Pemusnahan,   
dan  Penghapusan   
  Barang  Milik 

Jumlah Peraturan 
Daerah tentang 
Perubahan APBD 
dan Peraturan 
Kepala Daerah 
tentang 
Penjabaran 

Jumlah   Dokumen   
  
Tanggapan/Tindak    

Jumlah Perubahan 
DPA-SKPD yang 
Diverifikasi

Jumlah Laporan 
Hasil Rekonsiliasi 
dalam rangka 
Penyusunan 

Tersusunnya  
Peraturan  Daerah  

tentang  APBD 
dan     Peraturan     
 Kepala     Daerah     

   tentang 

Jumlah 
Rancangan 
Peraturan Daerah 
tentang 
Pertanggungjawab
an Pelaksanaan 
APBD 
Kabupaten/Kota 
dan Rancangan 
Peraturan Kepala 
Daerah tentang 

Jumlah Orang 
yang Mengikuti 
Pembinaan 
Akuntansi, 
Pelaporan dan 
Pertanggungjawab
an Pemerintah 

Tersusunnya 
Laporan Barang 

Milik DaerahJumlah   Laporan   
Barang   Milik   
Daerah   yang 
Disusun

Jumlah  Sistem  
dan  Prosedur  
Akuntansi  dan 
Pelaporan 
Keuangan 

Jumlah   Kebijakan   
  Pengelolaan   
Barang   Milik 
DaerahTerlaksananya 

Penyusunan 
Laporan Barang 

Milik Daerah

Terlaksananya 
Pembinaan 
Akuntansi, 

Pelaporan dan 
Pertanggungjawab

an Pemerintah 

Tersedianya 
Tanggapan/Tindak  
 Lanjut Terhadap 

LHP   BPK   atas   
Laporan   

Pertanggungjawab

Jumlah    Orang    
yang    Mengikuti    
Pembinaan 
Pengelolaan   
Barang  Milik  

Jumlah BLUD 
Kabupaten/Kota 
yang Dibina

Terlaksananya 
Koordinasi, 

Sinkronisasi, dan 
Penyelesaian 

Tuntutan 

Jumlah Laporan 
Statistik Keuangan
Pemerintahan 
Daerah pada 
Pemerintah
Kabupaten/Kota

Jumlah    Orang    
yang    Mengikuti    
Pembinaan 
Penganggaran             

Jumlah  Peraturan  
Daerah  tentang  
APBD  dan 
Peraturan  Kepala  
Daerah  tentang  

Jumlah Dokumen 
Hasil Koordinasi, 
Pelaksanaan Kerja  
 Sama  dan  
Pemantauan   
Transaksi   Non 
Tunai dengan 
Lembaga 

Terlaksananya 
Verifikasi DPA- 

SKPDJumlah DPA- 
SKPD yang 
Diverifikasi

Jumlah Dokumen 
Hasil Koordinasi 
Perencanaan 
Anggaran 

Terlaksananya 
Verifikasi 

Perubahan DPA-
Terlaksananya 

Koordinasi, 
Pelaksanaan Kerja 

Sama dan 
Pemantauan 

Transaksi Non 
Tunai dengan 

Lembaga  
Keuangan  Bank 

Terlaksananya 
Pembinaan 

Penganggaran 
Daerah 

Tersusunnya  
Peraturan  Daerah 
tentang Perubahan  

 APBD dan 
Peraturan  Kepala 

Daerah tentang 
Penjabaran 

Supervisi, 
Monitoring, dan 

Hasil Koordinasi 
Perencanaan 
Anggaran Belanja 

Jumlah Laporan 
Realisasi 
Penerimaan dan 
Pengeluaran Kas 
Daerah, Laporan 
Aliran Kas, dan 
Pelaksanaan 
Pemungutan/Pemo
tongan dan 
Penyetoran 
Perhitungan  Fihak 
Ketiga (PFK) dan  
Laporan Hasil 

Terlaksananya 
Koordinasi 

Pelaksanaan 
piutang dan Utang 

Daerah yang 
Timbul Akibat 

Pengelolaan Kas, 
Pelaksanaan 

Jumlah Data 
Pelaporan Pajak 
Daerah yang Telah 
Dilakukan 

Jumlah Perubahan 
RKA-SKPD yang 
Diverifikasi

Jumlah Orang 
yang Mengikuti 
Pembinaan 
Penatausahaan 

Tersedianya 
Rancangan 

Peraturan Daerah 
tentang 

Pertanggungjawab
an Pelaksanaan 

APBD 
Kabupaten/Kota 
dan Rancangan 

Peraturan Kepala 
Daerah tentang 

Penjabaran

Tersedianya 
Sistem dan 
Prosedur 

Akuntansi dan 

Tersedianya 
Kebijakan 

Pengelolaan 
Barang Milik 

Jumlah Dokumen 
Hasil Koordinasi, 
Fasilitasi, 
Asistensi,   
Sinkronisasi,   
Supervisi,   
Monitoring, dan  

Terlaksananya   
Pembinaan  
Pengelolaan  
Barang Milik 

Terlaksananya 
Pembinaan 
Pengelolaan 

Keuangan BLUD 

Jumlah Dokumen 
Hasil Koordinasi, 
Sinkronisasi, dan 
Penyelesaian 
Tuntutan 
Perbendaharaan 
dan Tuntutan Tersedianya 

Analisis Laporan 
Pertanggungjawab
an Pelaksanaan 

APBD
Jumlah Dokumen 
Hasil Analisis 
Laporan 
Pertanggungjawab
an Pelaksanaan Tersedianya 

Kebijakan dan 
Panduan Teknis

Operasional 
Jumlah Kebijakan 
dan Panduan 
Teknis Operasional 
Penyelenggaraan 

 Jumlah Dokumen 
Hasil Koordinasi 
Pelaksanaan 
Piutang dan Utang 
Daerah yang 
Timbul Akibat 
Pengelolaan Kas, 
Pelaksanaan 

Terlaksananya 
Koordinasi 

Perencanaan 
Anggaran 

Terlaksananya 
Koordinasi dan 
Penyusunan 

Laporan Realisasi 
Penerimaan dan 
Pengeluaran Kas 
Daerah, Laporan 
Aliran Kas, dan 
Pelaksanaan  

Tersedianya 
Laporan Statistik 

Keuangan
Pemerintahan 
Daerah pada 
Pemerintah



Jumlah Petunjuk 
Teknis 
Administrasi 
Keuangan yang 
Berkaitan dengan 
Penerimaan dan 
Pengeluaran Kas 
serta 
Penatausahaan 

Tersedianya 
Petunjuk Teknis 

Administrasi 
Keuangan yang 

Berkaitan dengan 
Penerimaan

dan Pengeluaran 
Kas serta Jumlah Petunjuk 

Teknis 
Administrasi 
Keuangan yang 
Berkaitan dengan 
Penerimaan dan 
Pengeluaran Kas 
serta 
Penatausahaan 

Tersedianya 
Petunjuk Teknis 

Administrasi 
Keuangan yang 

Berkaitan dengan 
Penerimaan dan 
Pengeluaran Kas 

serta 

Pelaksanaan 
Analisis  
Pembiayaan dan 

Bukittinggi,          September  2025
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